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ABSTRAK 

Perkembangan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian 

Standard (QRIS) memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha 

khususnya UMKM dalam bertransaksi non-tunai. Namun, masih ditemukan praktik 

pembebanan biaya Merchant Discount Rate (MDR) oleh merchant kepada konsumen, 

yang bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 

23/6/PBI/2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan 

hukum terhadap konsumen serta konsekuensi hukum atas pembebanan biaya MDR 

dalam transaksi QRIS di Kalurahan Condongcatur, Sleman, Yogyakarta. 

 Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan merchant, konsumen, 

dan tanya jawab dengan pihak terkait melalui platform digital Instagram dengan Bank 

Indonesia, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan teori 

hukum yang relevan yaitu teori Perlindungan Hukum, teori Perlindungan Konsumen 

dan teori Kepastian Hukum untuk mendukung analisis. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembebanan biaya MDR kepada 

konsumen di Kalurahan Condongcatur masih terjadi. Perlindungan Hukum terhadap 

konsumen sudah dilakukan oleh Bank Indonesia selaku otoritas yang berwenang 

dengan larangan terkait pembebanan biaya Merchant Discount Rate (MDR) pada 

Transaksi non-tunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam pasal 

52 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa 

Pembayaran serta telah menyediakan layanan pengaduan dengan mencantumkan 

berkas yang sudah ditentukan. Konsekuensi hukum apabila terdapat merchant yang 

membebankan biaya MDR kepada konsumen sudah diatur dalam Pasal 51 (ayat) 2 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. 

Apabila pelanggaran tetap dilakukan maka Penyedia Jasa Pembayaran wajib 

menghentikan kerja sama dengan merchant terkait. Serta akan di cantumkan dalam 

daftar Merchant Black List. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Merchant Discount Rate, QRIS. 
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ABSTRACT 

The development of digital payment systems through the Quick Response Code 

Indonesian Standard (QRIS) has provided convenience for the public and business 

actors, especially Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), in conducting non-

cash transactions. However, there are still practices where merchants impose the 

Merchant Discount Rate (MDR) fee on consumers, which violates Article 52 paragraph 

(1) of Bank Indonesia Regulation No. 23/6/PBI/2021. This study aims to analyze the 

form of legal protection for consumers and the legal consequences of imposing MDR 

fees in QRIS transactions in Condongcatur Village, Sleman, Yogyakarta. 

 This research uses an empirical juridical method with a descriptive qualitative 

approach. Data were obtained through interviews with merchants, consumers, and 

discussions with related parties through the official Instagram platform of Bank 

Indonesia, as well as through literature studies on relevant laws and legal theories, 

including the Theory of Legal Protection, Consumer Protection Theory, and Legal 

Certainty Theory to support the analysis. 

 The results show that the practice of imposing MDR fees on consumers in 

Condongcatur Village still occurs. Legal protection for consumers has been 

implemented by Bank Indonesia as the competent authority through the prohibition of 

MDR fee imposition in Article 52 paragraph (1) of Bank Indonesia Regulation No. 

23/6/PBI/2021 concerning Payment Service Providers, and by providing a complaint 

service that requires specific documentation. The legal consequences for merchants 

who impose MDR fees on consumers are regulated in Article 51 paragraph (2) of the 

same regulation. If violations continue, Payment Service Providers are required to 

terminate cooperation with the concerned merchants, who will then be included in the 

Merchant Black List. 

Keywords: Legal Protection, Consumer, Merchant Discount Rate, QRIS 
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MOTTO  

 وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لئَنِْ شَكَرْتمُْ لََزَِيدَنَّكُمْ وَلئَنِْ كَفَرْتمُْ إنَِّ عَذاَبِي لَشَدِيد  

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu; tetapi jika kamu 

mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” 

-Surah Ibrahim (14): 7- 

 

“Wanting to be someone else is a waste of the person you are.” 

-Kurt Cobain- 

 

“I’ve been lost I’ve been found but I don’t feel down.” 

-Liam Gallagher- 

 

“Paksa, Bisa,Terbiasa.” 

-Anonimous- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Di era digitalisasi seperti saat ini, tidak terlepas oleh penggunaan teknologi 

yang semakin canggih. Salah satunya penggunaan sistem pembayaran. Sistem 

pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang dalam fungsinya 

untuk menyelesaikan transaksi dari berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan 

oleh individu atau instansi didalam masyarakat. Sistem pembayaran yang 

digunakan untuk bertransaksi mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai 

dengan perkembagan peradaban masyarakat Indonesia dan teknologi informasi 

yang terus berinovasi. Pembayaran digital atau biasa disebut dengan digital 

payment adalah pembayaran yang dilakukan secara elektronik yang 

menggunakan jaringan internet.1Berbagai metode pembayaran digital atau di 

sebut juga dengan pembayaran non-tunai seperti Mobile Banking, QRIS (Quick 

Response Code Indonesia Standard), dan mesin EDC (Electronic Data 

Capture) muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi pada saat ini. 

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), selanjutnya dibaca 

(KRIS) merupakan Penyatuan berbagai jenis kode QR untuk pembayaran dari 

macam-macam Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PSJP) dengan 

 
1 Putri, L. K., “Penerapan Model Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (utaut) 

Terhadap Penggunaan Digital Payment Linkaja Syariah”, Skripsi S1 IAIN Surakarta (2022), hlm. 111. 
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menggunakan kode QR. Seluruh PJSP yang menggunakan kode QR sebagai 

salah satu metode pembayarannya harus menggunakan QRIS. Setiap rangkaian 

pembayaran yang menggunakan metode QR (Quick Response) akan dikonversi 

ke QRIS yang telah disediakan oleh Bank Indonesia. Untuk mendukung 

kesuksesan transaksi digital, Bank Indonesia  telah membuat strategi perubahan 

ke arah digital berbasis QRIS yang ditujukan secara inklusif yang 

memprioritaskan partisipasi pelaku usaha kecil. Peraturan Dewan Gubernur  BI 

Nomor 21/18/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response 

Code menetapkan penggunaan QRIS, yang menyertakan berbagai informasi 

seperti alamat Uniform Resource Locator (URL), nomor telepon, dan kode QR. 

Informasi ini selalu ditempatkan pada produk untuk memberikan informasi 

tambahan tentang produk tersebut.2 

Sejak diluncurkan pada tahun 2019 sampai Agustus 2025, tercatat 

pengguna maupun Merchant QRIS Terus mengalami Peningkatan. Berdasarkan 

Data dari Asosiasi Sistem pembayaran Indonesia (ASPI) yang di kutip dari 

Goodstats, Dari 38 juta merchant yang menggunakan QRIS secara nasional, 

8,24 juta di antaranya berada di Jawa Barat, atau setara 21%, menjadikannya 

provinsi dengan merchant QRIS terbanyak per Kuartal I 2025. Masih dari Jawa, 

 
2 I Komang Krisma Bima Traa dan Benny Djaja, “Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi 

Pembayaran Tertunda Melalui QRIS”, Alau’ddin Law Development Journal, Vol. 5, No. 3, 2023, hlm. 

597. 
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Jakarta duduk di peringkat kedua dengan 6,04 juta merchant, disusul oleh Jawa 

Timur dengan 4,51 juta, Jawa Tengah dengan 3,87 juta, dan Banten dengan 2,24 

juta. Di luar Jawa, Sumatra Utara memimpin dengan 1,45 juta merchant QRIS, 

diikuti oleh Sulawesi Selatan (1,17 juta), Sumatra Selatan (979 ribu), Bali (959 

ribu), dan DI Yogyakarta (908 ribu).3 

 

Gambar 1. 1 Provinsi Dengan Jumlah Merchant QRIS Terbanyak 

 

Berdasarkan data diatas, Yogyakarta termasuk dalam 10 Provinsi 

dengan Jumlah Merchant QRIS terbanyak di Indonesia. Di Yogyakarta Sendiri, 

jumlah Pengguna dan Merchant QRIS terus mengalami peningkatan. Ibrahim 

 
3 Goodstats, “Makin Diminati, Ini 10 Provinsi dengan Merchant QRIS Terbanyak 2025”. 

https://goodstats.id, akses 8 September 2025. 

https://goodstats.id/
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selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY mengatakan, per Juni 

2024, capaian QRIS DIY tumbuh solid dengan jumlah pengguna mencapai 875 

ribu dengan jumlah merchant Sebanyak 773 ribu dan hingga kuartal 1 2025 

mencapai 910 ribu Merchant. Persebaran terbanyak berada di Kabupaten 

Sleman dan Kabupaten Bantul. Dari jumlah tersebut, 97 persen merchant QRIS 

merupakan merchant kategori UMKM.4  

Di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta merupakan salah satu sentra pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman. Berdasarkan data Dinas Koperasi 

dan UKM Kabupaten Sleman tahun 2024, jumlah UMKM di Kabupaten 

Sleman mencapai lebih dari 110 ribu, dengan Kecamatan  depok sebagai salah 

satu kelurahan yang memiliki jumlah pelaku UMKM paling tinggi yaitu 10.734 

UMKM, khususnya di sektor kuliner, ritel, dan jasa.5 

 
4 Bisnis Jogja, “Bank Indonesia Gandeng ASPI, Sosialisasi dan Edukasi QRIS,” 

https://www.bisnisjogja.id, akses 13 September 2025. 

5 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman. “Data Statistik Koperasi dan Usaha Mikro,” 

https://dinkopukm.slemankab.go.id, akses 12 September 2025. 

https://www.bisnisjogja.id/
https://dinkopukm.slemankab.go.id/
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Gambar 1. 2 Rekapitulasi Data UMKM Kabupaten Sleman Tahun 2024 

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman. 

 

Berdasarkan hasil Observasi yang peneliti lakukan di Kalurahan 

Condongcatur Kapanewon Depok kabupaten Sleman terkait dengan sistem 

pembayaran QRIS, sering dijumpai adanya pengalihan biaya Merchant 

Discount Rate (MDR) oleh sebagian UMKM kepada konsumen dengan 

menambahkan beban biaya tambahan pada setiap transaksi pembayaran melalui 

QRIS dengan nominal biaya sebesar 500 rupiah seperti pada gambar di bawah.6 

 
6 Observasi Merchant QRIS di Kalurahan Condongcatur, 14 Agustus 2025 
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Gambar 1. 3 Tambahan Biaya Merchant QRIS 

Sumber : Observasi di Kalurahan Condongcatur. 

 

 
Gambar 1. 4Tambahan Biaya Merchant QRIS 

Sumber : Observasi di Kalurahan Condongcatur. 
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Biaya Merchant Discount Rate (MDR) adalah biaya yang harus 

dibayarkan oleh merchant saat bertransaksi atau menerima pembayaran 

menggunakan QRIS. Ketika merchant melakukan transaksi menggunakan 

QRIS, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) membebankan biaya layanan yang 

disebut MDR QRIS. Bank Indonesia (BI), yang berfungsi sebagai badan 

pengawas, memberikan seluruh biaya MDR kepada industri ini. Industri ini 

terdiri dari asosiasi sistem pembayaran Indonesia (ASPI), Penyelenggara 

Transaksi Elektronik Nasional (PTEN), pembelian, perpindahan, dan penerbit.7 

Biaya MDR sepenuhnya di tanggung oleh Merchant. Berdasarkan Pasal 52 ayat 

1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, penjual dilarang 

memberikan biaya tambahan kepada Konsumen terkait pembayaran QRIS.8 

Namun pada praktik nya, banyak di jumpai Merchant yang membebankan 

biaya MDR yang harusnya di tanggung oleh Merchant. Pembebanan biaya 

tambahan oleh Merchant dilakukan tanpa adanya pemberitauhan yang jelas 

kepada konsumen ketika melakukan transaksi menggunakan QRIS. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui 

lebih lanjut mengenai perlindungan kepada konsumen yang dikenakan biaya 

 
7 Bank Indonesia, “MDR QRIS Bagi Merchant: Kategorisasi dan Simulasi Departemen 

Komunikasi Bank Indonesia,” https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-

qris.aspx akses 23 juni 2025. 

8 Pasal 52 ayat (1) 

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qris.aspx
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qris.aspx


 

 

 

 

 

 

 

8 

Merchant Discount Rate oleh pelaku pelaku usaha dalam transaksi Quick 

Response Code Indonesian Standard (QRIS). Perlindungan ini termasuk 

penerapan peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan biaya Merchant 

Discount Rate. Dalam hal ini penulis mengangkat judul yaitu 

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS 

PEMBEBANAN BIAYA MERCHANT DISCOUNT RATE (MDR) PADA 

TRANSAKSI NON-TUNAI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN 

STANDARD (QRIS) (Studi Kasus UMKM Kalurahan Condongcatur, 

Sleman, Yogyakarta)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ada masalah yang memerlukan 

perlindungan hukum bagi konsumen yang dibebani biaya merchant discount 

rate dalam transaksi non-tunai Quick Response Code Indonesian Standard 

(QRIS). Oleh karena itu, penulis dapat menjelaskan masalah ini dalam 

pertanyaan penelitian berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembebanan 

biaya Merchant Discount Rate pada transaksi non-tunai Quick Response 

Code Indonesian Standard (QRIS)? 
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2. Bagaimana konsekuensi hukum atas pembebanan biaya Merchant Discount 

Rate pada transaksi non-tunai Quick Response Code Indonesian Standard 

(QRIS)? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas 

pembebanan biaya Merchant Discount Rate pada transaksi non-tunai 

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). 

b. Mengetahui konsekuensi hukum atas pembebanan biaya Merchant 

Discount Rate pada transaksi non-tunai Quick Response Code 

Indonesian Standard (QRIS). 

2. Kegunaan Penelitaian 

a. Kegunaan Teoritis 

Sebagai penunjang pengetahuan dan wawasan dalam ranah keilmuan 

dan hukum, khususnya hukum transaksi elektronik dalam hal 

Perlindungan konsumen saat Transaksi non-tunai Quick Response Code 

Indonesian Standard (QRIS) dan menerapkan teori yang dipelajari 

untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang akademik 

dan hukum perlindungan Konsumen terkait dengan biaya Merchant 

Discount Rate dalam transaksi non-tunai Quick Response Code 
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Indonesian Standard (QRIS). Diharapkan juga bahwa penulisan karya 

ilmiah ini akan bermanfaat bagi akademisi, terutama di UIN Sunan 

Kalijaga, serta akademisi eksternal. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi referensi atau informasi 

tambahan bagi Bank Indonesia, selaku pihak yang bertanggung 

jawab untuk menetapkan aturan sistem pembayaran QRIS.  

2. Diharapkan hasil penelitian ini akan meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman konsumen dan Merchant Khususnya di Kalurahan 

Condongcatur tentang bagaimana hak dan kewajiban saat transaksi 

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). 

3. Diharapkan hasil penelitian ini akan menyadarkan Merchant 

terutama di Kalurahan Condongcatur agar tidak merugikan 

pelanggan dengan membebankan biaya Merchant Discount Rate 

(MDR) kepada Konsumen. 

D. Telaah Pustaka 

Untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya telah dilakukan atau tidak, 

seorang peneliti melakukan penelitian pustaka. serta untuk mengetahui 

bagaimana penelitian yang akan datang berbeda dengan yang sebelumnya. 
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Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang terkait yang sudah di teliti 

sebelumnya.9 

Pertama, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta berjudul "perilaku Merchant Pada Transaksi QRIS Dalam Tinjauan 

Hukum Sosiologi (Studi Kasus Di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman".10 

Skripsi yang ditulis oleh Fatatun Mutingah membahas perilaku Konsumen di 

Kapanewon Depok Sleman yang menggunakan QRIS dalam Tinjauan Hukum 

Sosiologi. Di sisi lain, penelitian ini berbeda karena berfokus pada 

perlindungan konsumen terkait dengan biaya MDR pada transaksi QRIS yang 

dibebankan oleh merchant. 

Kedua, artikel yang berjudul "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum 

Terhadap Konsumen Tentang Efisiensi Pembayaran Digital (QRIS) (Studi pada 

Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Lampung)".11 Membahas 

perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan QRIS (Quick 

 
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), 

hlm. 83. 

10 Mutingah F, “Perilaku Merchant Pada Transaksi QRIS Dalam Tinjauan Hukum Sosiologi 

(Studi Kasus Di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman,” Skripsi S1 Universitas Islam Negeri 

Yogyakarta, (2024). 

11 Jon Riko Silaban, Lukmanul Hakim, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap 

Konsumen Tentang Efisiensi Pembayaran Digital (QRIS) (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor 

Perwakilan Lampung),”  Jurnal Of Law Education And Bussines, Vol. 2:1, April 2024. 
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Response Code Indonesian Standard) sebagai metode pembayaran non-tunai di 

Indonesia, dengan fokus studi pada aspek yuridis di lingkungan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) Lampung. Penelitian ini menyoroti perlindungan hukum 

terhadap konsumen yang rentan mengalami kerugian akibat penyalahgunaan 

data pribadi dan potensi tindak pidana seperti sabotase akun pengguna QRIS. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini fokus pada perlindungan 

konsumen terkait biaya MDR yang di bebankan kepada konsumen. 

Ketiga, Skrispi S1 Nelsi Deswita berjudul "Perlindungan Hukum 

Konsumen Dalam Penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian 

Standard) Sebagai Media Transaksi Elektronik)”.12 Membahas bagaimana 

perlindungan hukum diberikan kepada konsumen dalam penggunaan QRIS 

sebagai sarana transaksi elektronik. Penelitian menggunakan pendekatan 

yuridis normatif dengan analisis regulasi seperti PBI No.16/1/PBI/2014 dan 

PADG QRIS. Penulis menyoroti masih adanya kekaburan aturan, khususnya 

terkait mekanisme perlindungan dan sanksi bagi penyelenggara apabila terjadi 

kerugian konsumen. Perbedan bedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini 

adalah penelitisn ini berfokus pada pembebanan biaya MDR saat melakukan 

 
12 Deswita Nelsi, “Perlindungan hukum konsumen dalam penggunaan qris (quick response code 

Indonesian standard) sebagai media transaksi elektronik,” Skrispi S1 Universitas Bangka Belitung, 

(2023). 
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transaksi QRIS dan lokasi penelitian ini berada si kalurahan Condongcatur, 

Sleman Yogyakarta. 

Keempat, Skripsi yang di tulis oleh M. Reivanu Tajuddin di Universitas 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023 yang berjudul 

“Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Layanan QRIS Yang Mengalami 

Kendala Sistem”13 membahas masalah perlindungan konsumen ketika 

bertransaksi menggunakan QRIS menghadapi kendala sistem seperti 

pemotongan saldo yang tidak terbaca, yang mengakibatkan kerugian konsumen 

secara waktu. Penelitian penulis berbeda dengan aspek QRIS tersendiri karena 

penulis meneliti aspek kerugian konsumen dari biaya MDR yang di bebankan 

kepada konsumen selama transaksi. 

Kelima, Skripsi yang di tulis oleh Sri Latifah Hanum berjudul 

"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna QRIS (Quick Response 

Code Indonesian Standard) (Studi Penelitian Di Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia Provinsi Sumatera Utara)"14 menjelaskan bagaimana perlindungan 

hukum diberikan kepada pengguna QRIS, menjelaskan mekanisme dan 

 
13 Tajuddin, Muhammad Reivanut. “Perlindungan konsumen terhadap pengguna layanan Quick 

Response Indonesian Standard (QRIS) yang mengalami kendala sistem”. Skripsi S1 Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2023). 

14 Hanum, Sri Latifah.”Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna QRIS (Quick 

Response Code Indonesian Standard)(Studi Penelitian Di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 

Sumatera Utara)”. Skripsi S1 Universitas Islam Sumatera Utara, (2023). 
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hambatan penggunaan QRIS, dan menjelaskan pengaturan hukum yang berlaku 

untuk pengguna QRIS. Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian penulis 

adalah fokus penelitian ini pada biaya MDR yang di bebankan kepada 

Konsumen sedangkan skrpsi diatas lebih fokus pada pengaturan hukum terkait 

penggunaan QRIS. 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teori digunakan untuk menggambarkan teori-teori yang digunakan 

oleh penulis penelitian ini sebagai landasan suatu penelitian. Berikut adalah 

landasan teori yang penulis gunakan.15 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Secara etimologis, istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda 

“theory van de wettelijke bescherming”, yang berarti suatu perlindungan 

yang diberikan berdasarkan undang-undang. Perlindungan hukum 

dimaksudkan untuk menjaga kepentingan manusia, sebab hukum itu sendiri 

lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dengan demikian, konsep 

perlindungan hukum memiliki hubungan erat dengan tujuan serta fungsi 

utama hukum. Pada umumnya, para pakar hukum berpendapat bahwa 

 
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 

hIm. 58. 
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tujuan utama hukum adalah memberikan perlindungan terhadap 

kepentingan masyarakat.16 

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum konsumen dalam 

teori perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu preventif 

dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan langkah negara atau 

pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat, 

misalnya melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan lembaga 

terkait, maupun aturan lain yang berlaku dan wajib dipatuhi masyarakat. 

Sementara itu, perlindungan hukum represif adalah upaya yang dilakukan 

pemerintah atau negara untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, baik 

secara langsung maupun melalui proses pengadilan.17 

2. Teori Perlindungan Konsumen 

Secara etimologis, istilah perlindungan konsumen berasal dari dua kata, 

yaitu “perlindungan” dan “konsumen”. Kata “perlindungan” mengandung 

arti suatu upaya untuk menjaga atau melindungi seseorang dari ancaman 

bahaya, kerugian, atau tindakan yang merugikan, sedangkan kata 

“konsumen” berasal dari bahasa Latin “consumere” yang berarti 

 
16 Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Jala Permata Aksara, Cet. 

Pertama, 2021), hlm. 48. 

17 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 

hlm. 21. 
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menggunakan atau menghabiskan.18 Dengan demikian, secara etimologi 

perlindungan konsumen dapat dimaknai sebagai segala bentuk upaya 

hukum maupun non-hukum yang ditujukan untuk memberikan rasa aman, 

keadilan, serta kepastian bagi setiap individu atau kelompok yang 

menggunakan barang dan/atau jasa dalam kehidupan sehari-hari.19 

Teori perlindungan konsumen lahir sebagai upaya untuk 

menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha dalam 

transaksi perdagangan. Dalam praktiknya, konsumen sering berada pada 

posisi yang lemah karena kurangnya informasi, keterbatasan kemampuan, 

serta dominasi pelaku usaha dalam menentukan syarat-syarat kontraktual. 

Oleh karena itu, perlindungan konsumen hadir untuk menjamin 

terpenuhinya hak-hak konsumen, baik berupa hak atas keamanan, 

kenyamanan, keselamatan, maupun hak untuk mendapatkan informasi yang 

benar dan jelas atas suatu produk.20 

Secara yuridis, perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

 
18 Sudaryatmo, “Hukum dan Advokasi Konsumen”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 

15. 

19 Shidarta, “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 22. 

20 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2011), hlm. 1. 
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(UUPK). Pasal 1 angka 1 UUPK mendefinisikan perlindungan konsumen 

sebagai “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen”.21 Definisi ini menekankan 

bahwa perlindungan konsumen tidak hanya sebatas aspek preventif melalui 

regulasi dan pengawasan, tetapi juga aspek represif, yakni adanya 

mekanisme penyelesaian sengketa apabila hak konsumen dilanggar. 

Dengan demikian, teori perlindungan konsumen menempatkan hukum 

sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan 

konsumen dan pelaku usaha. 

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan 

perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan 

martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong 

pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh 

rasa tanggung jawab22 

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan: 

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 

mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian 

hukum; 

 
21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1. 

22 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Visimedia, Jakarta, 2008), hlm. 4. 



 

 

 

 

 

 

 

18 

b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan 

kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;  

c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;  

d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha 

yangmenipu dan menyesatkan;  

e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan 

perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan 

pada bidang-bidang lainnya. 

3. Teori Kepastian Hukum 

Teori kepastian hukum merupakan salah satu konsep mendasar dalam 

filsafat hukum yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruch (1878–1949). 

Dalam pandangannya, hukum harus berlandaskan pada tiga nilai utama 

yang saling berkaitan, yakni keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan 

(zweckmäßigkeit), serta kepastian hukum (rechtssicherheit).23 

Radbruch menguraikan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud 

apabila beberapa syarat terpenuhi, yaitu: 

a. Kejelasan aturan hukum, norma yang dibuat harus memiliki rumusan 

yang tegas, tidak ambigu, serta mudah dipahami masyarakat. 

 
23 Radbruch, Gustav, Einführung in die Rechtswissenschaft,  (Leipzig: Quelle & Meyer, 1932). 

hlm. 107-108. 
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b. Konsistensi penerapan, setiap aturan wajib ditegakkan secara sama dan 

berkesinambungan oleh aparat hukum sehingga masyarakat percaya 

pada keberlakuannya. 

c. Prediktabilitas hukum aturan hukum harus mampu memberikan 

kepastian mengenai konsekuensi dari setiap tindakan, sehingga 

masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi.24 

Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum berfungsi 

menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Dengan adanya kepastian, 

individu memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak dan dapat 

memperkirakan akibat hukum dari setiap perbuatan, sehingga mengurangi 

potensi terjadinya praktik yang merugikan.25 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif untuk 

mengidentifikasi tema-tema berulang yang berkaitan dengan kejelasan 

kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan dukungan lingkungan eksternal, 

sementara analisis dokumen yang sistematis diterapkan untuk 

 
24 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 163. 

25 Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 42. 
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mengevaluasi konsistensi dan kelengkapan regulasi serta laporan 

monitoring.26 

2.   Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang mengkaji suatu fenomena 

sosial berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan.27 Penelitian ini 

melihat hukum sebagai gejala sosial (law in action), bukan hanya sebagai 

norma tertulis (law of  books). Dalam pendekatan ini hukum tidak dikaji 

dari peraturan perundang undangan saja, tetapi juga dari bagaimana hukum 

tersebuut diterapkan, ditaati, atau dilanggar dalam kehidupan nyata. 

Penelitian ini menggunakan metode-metode seperti wawancara, observasi, 

atau survei, untuk mengetahui efektifitas hukum, perilaku aparat penegak 

hukum, dan respon masyarakat terhadap hukum tertentu.28 

2. Sumber Data 

 
26 iswantoro, Faiq, dan Md, “From Regulation to Transparency: Policy Implementation of 

Public Information Disclosure in Indonesian State Religious Universities within the SDG 16 

Framework”, Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2025, 14.1: 34, DOI: 

https://doi.org/10.14421/5ag4wd56 
27 Lindra dan Erma, “Public Awareness and Legal Compliance with Indonesia’s Personal Data 

Protection Law: An Empirical Study in the Digital Era”, Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 

2025, 14. 1: 6, DOI: https://doi.org/10.14421/2gg2rp29 
28 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press,1986), hlm. 51–52. 

https://doi.org/10.14421/5ag4wd56
https://doi.org/10.14421/2gg2rp29
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Sumber data yang akan penulis gunakan berupa dokumen asli yang didapat 

secara langsung di lapangan. Beberapa sumber data atau bahan hukum 

utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Data Primer 

Data Primer akan penulis peroleh dari hasil wawancara dengan pihak 

yang  berkaitan dengan topik penelitian penulis. Dalam hal ini yaitu 

Merchant/ pedagang yang membebankan Biaya MDR di Kalurahan 

Condongcatur sebanyak 5 orang, Konsumen sebanyak 5 orang, pihak 

PJP Bank BCA sebagai pihak ketiga dalam sistem pembayaran QRIS, 

dan pihak Bank Indonesia selaku otoritas kebijakan. 

b) Data Sekunder 

1. Bahan Hukum Primer 

a. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen., 

b. Undang-Undang nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank 

Indonesia., 

c. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik., 

d. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan., 
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e. Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang 

Elektronik., 

f. Peraturan Bank Indonesia nomor 23/6/PBI/2021 tentang 

Penyedia Jasa Pembayaran., 

g. Peraturan Bank Indonesia nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Perlindungan Konsumen Bank Indonesia., 

h. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 

tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code 

Untuk Pembayaran., 

i. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/07/2022 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Oleh Penyedia Jasa 

Pembayaran Dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem 

Pembayaran. 

j. Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Nomor 

ASPI/KII/6/XII/2022 tentang Penyusunan Materi Edukasi 

Untuk Merchant Dan Pengguna QRIS. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan 

menjelaskan atau interprestasi terhadap bahan hukum primer, 

seperti buku-buku ilmiah hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun 
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bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu terdiri atas buku 

dan jurnal tentang Pengantar Ilmu Hukum, Perlindungan 

Konsumen, Hukum Perbankan, dan Hukum Administrasi, tesis dan 

hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian 

penulis termasuk kutipan dari buku, jurnal hukum, pendapat para 

ahli, artikel, dan struk/nota pembayaran QRIS yang dibebankan 

biaya MDR . 

3. Data Tersier  

Dengan kata lain, bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap 

dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa 

Belanda-Indonesia yaitu Glosbe, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), ensiklopedia dan lain sebagainya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a) Wawancara 

Wawancara adalah bagian penting dari penelitian hukum Yuridis-

empiris karena tanpanya, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya 

dapat diperoleh dengan bertanya secara langsung kepada responden, 

narasumber, atau informan.29 Wawancara dilakukan dengan pihak 

 
29 Ibid. hlm. 42. 
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terkait dalam hal ini 5 Informan dari kriteria Konsumen, 5 Informan dari 

kriteria Merchant di daerah Condongcatur, Bank Indonesia, serta pihak 

Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dalam hal ini Bank BCA melalui tanya 

jawab dengan menggunakan telepon melalui platform digital antara 

peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan 

informasi.  

b) Observasi  

Observasi dilakukan dengan mengamati bagaimana praktik 

pembebanan biaya MDR ketika bertransaksi menggunakan QRIS. 

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terkait dengan prkatik 

pembebanan biaya MDR kepada konsumen di kalurahan Condongcatur, 

Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta untuk mengamati 

secara langsung terkait dengan objek yang di teliti. 

c) Studi Kepustakaan dan Dokumentasi 

Sugiyono menyatakan bahwa studi kepustakaan terkait dengan kajian 

secara teoritis melalui referensi yang terkait dengan nilai, budaya, dan 

dua belas norma yang berkembang dalam konteks sosial yang diteliti.30 

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan informasi dari penelusuran 

 
30 Rodatus Sofiah, Suhartono, Ratna Hidayah, “Analisis Karakteristik Sains Teknologi 

Masyarakat (STM) Sebagai Model Pembelajaran: Sebuah Studi Literatur,” Jurnal Penelitian 

Pendidikan, Vol. 9:1 (Mei 2020), hlm. 4. 
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undang-undang, buku, artikel, jurnal, skripsi, dan sumber literatur atau 

informasi lain yang akurat dan relevan untuk menunjang penelitian ini. 

d) Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengolah data yang 

diperoleh dari wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi secara 

deskriptif-analitis. Data hasil wawancara dianalisis untuk menemukan 

pokok permasalahan kemudian data tersebut dikaitkan dengan hasil 

studi kepustakaan berupa teori hukum dan peraturan perundang-

undangan, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara praktik di 

lapangan dengan norma hukum yang berlaku. 

4. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama, membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua, Membahas 

tentang tinjauan Teori terkait Perlindungan Hukum, Perlindungan 

Konsumen dan Kepastian Hukum. Bab Ketiga, membahas gambaran umum 

Kalurahan Condongcatur dan regulasi sitem pembayaran Quick response 

Code indonesian Standard (QRIS). Bab Keempat, berisi analisis penilitian 

terkait perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembebanan MDR 
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pada transaksi QRIS dan Konsekuensi hukum atas pembebanan biaya MDR 

kepada Konsumen pada transaksi QRIS. Bab Kelima, merupakan bab 

terakhir dari penelitian ini yang menyampaikan kesimpulan dan saran. Ini 

adalah jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas pembebanan biaya MDR 

pada transaksi QRIS adalah larangan terkait pembebanan biaya 

Merchant Discount Rate (MDR) pada Transaksi non-tunai Quick 

Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran 

serta telah menyediakan layanan pengaduan dengan mencantumkan 

berkas yang sudah ditentukan.  Namun pada praktiknya di lapangan 

belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Masih terdapat merchant di kalurahan Condongcatur yang 

membebankan biaya tambahan kepada konsumen, padahal secara tegas 

dilarang oleh Peraturan Bank Indonesia. 

2. Konsekuensi hukum apabila terdapat merchant yang membebankan 

biaya MDR kepada konsumen sudah diatur dalam pasal 51 ayat 2 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/2021 Tentang Penyedia Jasa 

Pembayaran. Apabila pelanggaran tetap dilakukan maka PJP wajib 

menghentikan kerja sama dengan merchant terkait. Selain itu, PJP juga 
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diberi kewenangan untuk melakukan pertukaran data dengan PJP lain 

serta mengusulkan pencantuman merchant yang merugikan konsumen 

ke dalam daftar hitam (merchant blacklist).  

B. Saran 

1. Bagi lembaga yang berwenang terhadap Transaksi non-tunai dalam hal 

ini terkait dengan QRIS baik Bank Indonesia dan lembaga terkait, perlu 

dilakukan sosialisasi serta edukasi yang lebih masif kepada merchant 

dan konsumen terkait larangan pembebanan biaya MDR. Selain itu, 

mekanisme pengawasan perlu diperketat melalui kerja sama dengan PJP 

agar regulasi dapat berjalan efektif. 

2. Bagi Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), harus lebih aktif 

memberikan pemahaman kepada merchant sejak awal pendaftaran 

QRIS, serta melakukan pengawasan dan penindakan apabila ditemukan 

pelanggaran. PJP juga perlu menyediakan layanan pengaduan yang 

lebih mudah diakses dan transparan bagi konsumen. 

3. Bagi Merchant, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum untuk 

mematuhi ketentuan biaya MDR. Merchant diharapkan tidak 

membebankan biaya tambahan kepada konsumen, karena hal tersebut 

berpotensi merugikan konsumen dan melanggar regulasi yang berlaku. 
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4. Bagi Konsumen, disarankan untuk lebih aktif mencari informasi 

mengenai hak-haknya dalam penggunaan QRIS serta memanfaatkan 

saluran pengaduan apabila dirugikan. Hal ini penting untuk mendorong 

terciptanya kepastian hukum dan perlindungan konsumen di sektor 

sistem pembayaran digital. 

C. Rekomendasi 

Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas fokus pada tingkat 

efektivitas pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Penyedia Jasa 

Pembayaran (PJP), khususnya dalam implementasi ketentuan biaya layanan 

dan praktik operasional QRIS. Masih ditemukannya pelanggaran oleh merchant 

yang membebankan biaya tambahan kepada konsumen menunjukkan bahwa 

kepatuhan PenyediaJasa Pembayaran dan mekanisme monitoring yang 

dijalankan belum optimal. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan 

untuk mengukur sejauh mana pengawasan reguler, audit kepatuhan, serta 

mekanisme sanksi administratif benar-benar mampu mendorong Penyedia Jasa 

Pembayaran untuk memastikan merchant mengikuti aturan yang berlaku. 
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